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Dua Triwulan Pemprov Belum Bayar DBH  

 

Ilustrasi lampost.co 

radarlampung.co.id – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung masih belum membayar dana bagi hasil 

(DBH) ke Pemerintah Kota Bandarlampung sebanyak dua triwulan, yakni triwulan IV tahun 2018 dan 

triwulan IV tahun 2019. 

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bandarlampung, Wilson F mengatakan, 

berdasarkan perkiraan masing-masing triwulan itu pemprov masih mengutang sebesar Rp25 miliar. 

Namun, saat ini belum ada kepastian dari pemprov jumlahnya berapa. Menurutnya, pihaknya sering 

mendengar informasi kalau pemprov akan segera membayar utang tersebut. Namun, sayangnya hingga 

saat ini belum ada realisasinya. Sebelumnya, Wali Kota Bandarlampung Heman HN mengatakan, DBH 

merupakan utang pajak yang harus dibayarkan. Tak hanya bagi Kota Bandarlampung, melainkan berlaku 

bagi kabupaten/kota lainnya yang juga diketahui tak terbayar. 

Sementara, Kepala Badan Keuangan Daerah (Bakuda) Provinsi Lampung Minhairin mengatakan, 

Pemprov Lampung menyisahkan pembayaran DBH triwulan IV 2019 yang masih berjalan. Sementara 

untuk sisa utang di DBH 2018 triwulan IV sebesar Rp216,9 miliar se-kabupaten/kota, rencananya akan 

diselesaikan pada 2020 mendatang. 

 

Sumber Berita: 

Radar Lampung, Senin, 27 Januari 2020/ https://radarlampung.co.id/2020/01/27/dua-triwulan-

pemprov-belum-bayar-dbh/  

 

Catatan: 

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara 

Pemerintah dan Pemerintahan Daerah, Dana Perimbangan merupakan pendanaan Daerah yang 

bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana 

Alokasi Khusus (DAK). Dana Perimbangan selain dimaksudkan untuk membantu Daerah dalam mendanai 

kewenangannya, juga bertujuan untuk mengurangi ketimpangan sumber pendanaan pemerintahan 

antara Pusat dan Daerah serta untuk mengurangi kesenjangan pendanaan pemerintahan antar-Daerah. 
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Ketiga komponen Dana Perimbangan ini merupakan sistem transfer dana dari Pemerintah serta 

merupakan satu kesatuan yang utuh. 

DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dibagihasilkan kepada Daerah 

berdasarkan angka persentase tertentu. Pengaturan DBH dalam Undang-Undang ini merupakan 

penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana 

telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000. Dalam Undang- 

Undang ini dimuat pengaturan mengenai Bagi Hasil penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25/29 

Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan PPh Pasal 21 serta sektor pertambangan panas bumi 

sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi. Selain itu, 

dana reboisasi yang semula termasuk bagian dari DAK, dialihkan menjadi DBH.  

Penyaluran DBH dilakukan berdasarkan prinsip Based on Actual Revenue. Maksudnya adalah penyaluran 

DBH berdasarkan realisasi penerimaan tahun anggaran berjalan (Pasal 23 UU 33/2004). Jenis-jenis DBH 

meliputi DBH Pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA). DBH Pajak meliputi Pajak Bumi dan Bangunan, 

Pajak Penghasilan dan Cukai Hasil Tembakau (CHT). Sedangkan DBH SDA meliputi Kehutanan, Mineral 

dan Batu Bara, Minyak Bumi dan Gas Bumi, Pengusahaan Panas Bumi dan Perikanan. 

DBH PBB dan PPh dibagi kepada daerah penghasil sesuai dengan porsi yang ditetapkan dalam UU Nomor 

33 Tahun 2004. DBH CHT dan DBH SDA dibagi dengan imbangan Daerah penghasil mendapatkan porsi 

lebih besar, dan Daerah lain (dalam provinsi yang bersangkutan) mendapatkan bagian pemerataan 

dengan porsi tertentu yang ditetapkan dalam UU. Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak terdiri atas 3 (tiga) jenis, 

yaitu: 

1. DBH Pajak Bumi dan Bangunan (DBH PBB) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal 

dari penerimaan PBB yang dikenakan atas bumi dan bangunan, kecuali Pajak Bumi dan Bangunan 

perdesaan dan Perkotaan. 

2. DBH Pajak Penghasilan (DBH PPh) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari 

penerimaan Pajak Penghasilan, yaitu: PPh Pasal 21, PPh Pasal 25 dan Pasal 29. – PPh Pasal 21 adalah 

pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sesuai 

dengan Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. – Sedangkan PPh Pasal 25 dan Pasal 29 adalah 

Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan 

Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan yang berlaku kecuali Pajak 

Penghasilan yang diatur dalam Pasal 25 ayat (8) Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan. 

3. DBH Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari Transfer ke Daerah yang dibagikan kepada 

provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau. 

Penggunaan DBH Pajak bersifat blockgrant, yaitu penggunaan dana diserahkan kepada daerah sesuai 

dengan kebutuhan daerah masing-masing. Kecuali untuk DBH CHT paling sedikit 50% digunakan untuk 

mendanai program/kegiatan peningkatan kualitas bahan baku, pembinaan industri, pembinaan 

lingkungan sosial, sosialisasi ketentuan di bidang cukai serta pemberantasan barang kena cukai ilegal. 
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Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) terdiri atas 5 (lima) jenis yaitu: 

1. DBH SDA Kehutanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA 

Kehutanan. 

2. DBH SDA Minyak dan Gas Bumi (Migas) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal 

dari penerimaan SDA Minyak dan Gas Bumi. 

3. DBH SDA Mineral dan Batu Bara (Minerba) merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal 

dari penerimaan SDA Minerba yang berasal dari Iuran Tetap (Land-Rent) dan iuran 

Eksploitasi/Eksplorasi (royalti). 

4. DBH SDA Panas Bumi merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA 

Panas Bumi yang berasal dari Setoran Bagian Pemerintah atau Iuran Tetap dan Iuran Produksi. 

5. DBH SDA Perikanan merupakan bagian dari Transfer ke Daerah yang berasal dari penerimaan SDA 

Perikanan. 

Masing-masing penerimaan dari kelima SDA tersebut dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka 

persentase untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. 




